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Abstract: This research aims to analyze the transformation strategy of Good 

Governance in improving the quality of public services in Mataram City. This 

research uses a qualitative approach with a case study method. Data was 

collected through literature reviews from journals, online media, print media, 

and direct observations related to the transformation of Good Governance in 

Mataram City. The results of the study indicate that the transformation of Good 

Governance in Mataram City is carried out through three stages, namely 

planning, implementation, and evaluation. In the planning stage, strategic 

planning and human resource development are carried out. In the 

implementation stage, transformation is carried out in several areas of public 

services, including population administration services, licensing, and health 

services. In addition, innovation in technology-based services, such as the 

application of online public service and public complaint systems, is also carried 

out. In the evaluation stage, monitoring and evaluation of public service 

performance and collection of feedback from the community are carried out. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi transformasi 

Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota 

Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

studi kasus. Data dikumpulkan melalui literatur review dari jurnal, media 

online, media cetak dan observasi langsung terkait dengan transformasi Good 

Governance di Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

transformasi Good Governance di Kota Mataram dilakukan melalui tiga tahapan, 

yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, 

dilakukan penyusunan rencana strategis dan pengembangan sumber daya 

manusia. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan transformasi pada beberapa area 

pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, 

dan layanan kesehatan. Selain itu, dilakukan pula inovasi layanan berbasis 

teknologi informasi, seperti penerapan aplikasi pelayanan publik online dan 

sistem pengaduan masyarakat. Pada tahap evaluasi, dilakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, serta pengumpulan umpan balik 

dari masyarakat. 
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A. LATAR BELAKANG 

Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja 

pemerintah (Ristiani, 2020). Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat membawa manfaat 

yang signifikan bagi masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan, pengurangan 

kesenjangan sosial, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, dalam 

prakteknya, masih terdapat berbagai masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti 

birokrasi yang kompleks, korupsi, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan (Wakhid, 2017). 

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada berbagai masalah, salah satunya 

adalah birokrasi yang kompleks (Nusamuda Pratama et al., 2021). Birokrasi yang rumit 

seringkali membuat proses pelayanan publik menjadi lambat dan tidak efisien. Pada tahun 2021, 

lembaga survei Indikator Politik Indonesia melaporkan bahwa 48,3% responden merasa bahwa 

birokrasi di Indonesia masih terlalu kompleks dan membutuhkan reformasi. Selain itu, masalah 

korupsi juga seringkali menghambat penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Data 

dari Indeks Persepsi Korupsi 2021 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-102 

dari 180 negara dengan skor 30 (skala 0-100) yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi 

masalah serius di Indonesia. Korupsi juga dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak 

efektif, sehingga menghambat pelayanan publik yang efektif dan efisien (Ristiani, 2020). 

Masalah lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah minimnya partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat yang minim dapat 

mengakibatkan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut 

data dari Survei Nasional tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik 

yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, hanya 32,1% masyarakat yang 

pernah ikut serta dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik 

(Pratama & Mutiarin, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan publik, sehingga kebijakan yang diambil 

belum tentu sesuai dengan harapan masyarakat (Bisri & Asmoro, 2019). 

Good Governance menjadi konsep yang relevan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. Good Governance didefinisikan sebagai prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi 

transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan rule of law 

(Lestanata et al., 2022). Dalam prakteknya, Good Governance dapat diwujudkan melalui 

transformasi institusi publik dan kebijakan publik yang berfokus pada pemberdayaan 

masyarakat, peningkatan partisipasi, dan pengurangan birokrasi (Pratama et al., 2023). 

Transformasi institusi publik adalah upaya untuk memperbaiki kinerja lembaga publik agar 

dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efektif. Salah satu contoh upaya transformasi 

institusi publik adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

SAKIP adalah sebuah sistem penilaian kinerja instansi pemerintah berbasis pada tujuan dan 

target kinerja yang jelas. Data dari Kementerian PANRB menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 

sebanyak 85,4% instansi pemerintah telah menerapkan SAKIP, yang menunjukkan kemajuan 

dalam upaya transformasi institusi publik (Putri & Mutiarin, 2018). 
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Selain itu, kebijakan publik yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi 

yang lebih tinggi juga sangat penting dalam mencapai Good Governance. Salah satu contoh 

kebijakan publik yang mengutamakan partisipasi masyarakat adalah Program Desa Mandiri yang 

diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat 

desa melalui pemberian dana desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dan pembangunan di Desa.  

Program ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan terkait penggunaan dana Desa (Hasanah et al., 2023). Pengurangan birokrasi juga 

menjadi salah satu fokus dalam mencapai Good Governance. Birokrasi yang efisien dan responsif 

dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pengambilan keputusan. Salah 

satu upaya pengurangan birokrasi adalah dengan menerapkan layanan publik berbasis online, 

seperti pendaftaran online, pembayaran pajak online, dan pengajuan izin online. Selain itu, upaya 

untuk mempercepat proses perizinan juga dapat dilakukan dengan mengeliminasi perizinan 

yang tidak perlu dan mempercepat proses perizinan yang diperlukan (Lempeh & Sumbawa, 

2022). 

Dalam rangka mencapai Good Governance, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta. Transformasi institusi publik, kebijakan publik yang berfokus 

pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi yang lebih tinggi, serta pengurangan birokrasi 

menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan (Ilham zitri et al., 2020). 

Kota Mataram sebagai salah satu Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan 

upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi Good Governance. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi transformasi Good Governance 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Mataram. 

B. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan 

kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan 

memahami fenomena sosial yang kompleks, serta memberikan penjelasan yang lebih detail dan 

mendalam terhadap suatu masalah yang diteliti. Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini 

ingin memfokuskan pada kasus atau fenomena tertentu yang terjadi dalam satu lokasi, yaitu 

transformasi Good Governance di Kota Mataram. Dalam hal ini, penelitian akan menggali secara 

mendalam mengenai bagaimana Good Governance di Kota Mataram terbentuk dan berkembang. 

Data dikumpulkan melalui literatur review dari jurnal, media online, media cetak dan 

observasi langsung terkait dengan transformasi Good Governance di Kota Mataram. Literatur 

review dilakukan untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai 

konsep Good Governance dan transformasi Good Governance di Kota Mataram.  

Sumber data yang digunakan meliputi jurnal, media online, dan media cetak yang membahas 

mengenai Good Governance dan transformasi Good Governance di Indonesia secara umum dan 

Kota Mataram secara khusus. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan 

untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam terkait dengan implementasi 

kebijakan dan program Good Governance di Kota Mataram. Selain itu, data juga dikumpulkan 

melalui analisis dokumen terkait dengan kebijakan dan program transformasi Good Governance 

di Kota Mataram. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

program, dan dokumen lain yang terkait dengan transformasi Good Governance di Kota 

Mataram.  
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Analisis dokumen dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai konsep Good Governance dan implementasi kebijakan dan program Good Governance 

di Kota Mataram. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kasus, dan mengumpulkan data melalui literatur review, observasi langsung, dan 

analisis dokumen terkait dengan transformasi Good Governance di Kota Mataram. Dengan 

pendekatan dan metode ini, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam dan akurat mengenai transformasi Good Governance di Kota Mataram. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kota Mataram adalah salah satu Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki 

populasi sekitar 462.472 jiwa pada tahun 2020, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Kota 

Mataram telah melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui 

transformasi Good Governance. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan berbagai inovasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk Sistem Pengaduan Masyarakat Online 

(SPMO) yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan dan saran secara online. 

Selain itu, Kota Mataram juga telah menerapkan berbagai inovasi dalam proses pengelolaan 

keuangan daerah, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi. SIKD 

memungkinkan pemerintah kota untuk mengelola keuangan daerah dengan lebih efisien dan 

transparan. Selain itu, penggunaan teknologi juga diterapkan dalam proses pengadaan barang 

dan jasa dengan menerapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 

Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

menunjukkan bahwa Kota Mataram mendapatkan nilai 3,80 dari skala 1-4 dalam penilaian 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM) pada tahun 2020. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kota Mataram dinilai baik oleh masyarakat. Selain itu, 

pada tahun 2020, Kota Mataram juga meraih penghargaan sebagai kota berkinerja tinggi dalam 

Penghargaan Pelayanan Publik Tingkat Nasional kategori kota berpenduduk di bawah 500 ribu 

jiwa. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kota Mataram juga telah melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

melalui berbagai forum, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan 

Konsultasi Publik. Selain itu, Kota Mataram juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengelolaan keuangan daerah melalui Pembangunan Partisipatif Anggaran (PPA) yang 

melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan di kota tersebut. 

Secara keseluruhan, upaya Kota Mataram dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 

melalui transformasi Good Governance telah memberikan hasil yang positif, seperti peningkatan 

kinerja pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan transparan, serta 

partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan. 

Upaya Kota Mataram dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga meliputi upaya 

untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan. Kota Mataram telah melakukan reformasi 

birokrasi dengan memperkenalkan sistem pelayanan berbasis elektronik, seperti sistem 

pelayanan mandiri di beberapa instansi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi antrian 

dan waktu tunggu dalam pelayanan publik, serta mempermudah akses masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, Kota Mataram juga telah melakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga pemerintah kota.  
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Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelatihan dan pengembangan 

Sumber Daya Manusia, serta memperbaiki sistem rekrutmen dan penempatan pegawai yang 

berbasis pada kompetensi dan integritas. Dalam hal ini, Kota Mataram bekerja sama dengan 

berbagai universitas dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 99,5% PNS di Kota 

Mataram telah mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, pada tahun yang 

sama, Kota Mataram juga mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari 

Kementerian PANRB. Predikat WBK ini menunjukkan bahwa Kota Mataram telah berhasil 

menerapkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Secara keseluruhan, 

upaya Kota Mataram dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi Good 

Governance dan reformasi birokrasi telah menghasilkan berbagai hasil positif, seperti 

peningkatan kinerja pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan 

transparan, partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan, serta 

peningkatan kualitas SDM di lembaga pemerintah kota. Hal ini menunjukkan bahwa 

transformasi Good Governance dan reformasi birokrasi merupakan upaya yang efektif dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Selain itu, upaya Kota Mataram dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik juga tercermin dari berbagai penghargaan yang 

diterima oleh pemerintah Kota. Pada tahun 2020, Kota Mataram mendapatkan penghargaan 

sebagai kota terinovatif se-Indonesia dalam ajang Indonesia Smart City Awards 2020.  

Penghargaan tersebut diberikan karena Kota Mataram berhasil mengembangkan inovasi 

dalam berbagai bidang, seperti pengembangan aplikasi smart city, layanan kesehatan, dan 

pengembangan destinasi wisata. Kota Mataram juga mendapatkan penghargaan sebagai Kota 

Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 

2019. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kota Mataram 

dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak-anak di Kota tersebut, serta memberikan akses 

terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi anak-anak. Dalam rangka terus 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kota Mataram juga telah melakukan berbagai inovasi 

dalam pelayanan publik. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah pengembangan aplikasi 

"Lombok Halal" yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi 

produk halal di wilayah Lombok. Selain itu, Kota Mataram juga mengembangkan aplikasi 

"Mataram Siaga" yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait bencana alam dan 

tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat.  
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Gambar 1. Tahapan Dalam Pelaksanaan Good Governance Di Kota Mataram 

Good Governance di Kota Mataram dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, dilakukan penyusunan rencana strategis 

dan pengembangan sumber daya manusia. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan transformasi 

pada beberapa area pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, 

perizinan, dan layanan kesehatan. Selain itu, dilakukan pula inovasi layanan berbasis teknologi 

informasi, seperti penerapan aplikasi pelayanan publik online dan sistem pengaduan 

masyarakat. Pada tahap evaluasi, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan 

publik, serta pengumpulan umpan balik dari masyarakat.   

1. Perencanaan 

Tahapan perencanaan dalam pelaksanaan Good Governance di Kota Mataram dapat 

mencakup beberapa langkah, antara lain: 

a) Identifikasi isu-isu penting yang perlu diatasi dalam rangka mencapai tujuan Good 

Governance di Kota Mataram. 

Upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah krusial yang harus diselesaikan dalam 

rangka mencapai tujuan Good Governance di Kota Mataram. Good Governance merujuk pada 

suatu sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel, dengan fokus pada pengambilan 

keputusan yang responsif dan partisipatif, serta pengelolaan sumber daya publik yang efisien 

dan adil.  

Dengan mengidentifikasi isu-isu penting, maka pemerintah dan stakeholders terkait dapat 

memfokuskan upaya mereka pada penyelesaian masalah-masalah yang paling mendesak dan 

berdampak signifikan dalam mencapai Good Governance di Kota Mataram. Beberapa isu yang 

mungkin perlu diatasi, antara lain:  
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Gambar 2. Tantangan dalam prinsip Good Governance di Kota Mataram 

 

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Korupsi dan nepotisme dalam pengambilan 

keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah. Kurangnya partisipasi publik 

dalam pengambilan keputusan dan pemantauan program-program pemerintah. Keterbatasan 

akses terhadap layanan publik dan fasilitas dasar di daerah tertentu. Tidak adanya perlindungan 

hak asasi manusia dan kebebasan sipil dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program 

pemerintah. Masalah-masalah utama yang dapat menghambat tercapainya Good Governance di 

suatu negara atau daerah dapat meliputi beberapa hal seperti korupsi dan nepotisme dalam 

pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, kurangnya transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah, kurangnya 

partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pemantauan program-program 

pemerintah, keterbatasan akses terhadap layanan publik dan fasilitas dasar di daerah tertentu, 

dan tidak adanya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil dalam pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan program pemerintah. 

Korupsi dan nepotisme dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik 

dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya publik yang tidak efektif dan merugikan 

masyarakat. Keputusan yang diambil juga tidak berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi 

lebih pada kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi dan nepotisme tersebut. Hal ini 

dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat, termasuk menghambat pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, kurangnya transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah juga dapat 

menghambat tercapainya Good Governance. Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan 

anggaran dan program-program pemerintah dapat membuat sulit bagi masyarakat untuk 

memantau dan menilai kinerja pemerintah. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan 

anggaran dan program-program pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa sumber 

daya publik digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. 
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Kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pemantauan program-

program pemerintah juga merupakan masalah utama dalam mencapai Good Governance. 

Partisipasi publik penting dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat tercermin dalam 

kebijakan dan program pemerintah, dan juga dalam pemantauan kinerja pemerintah. Partisipasi 

publik yang lebih aktif juga dapat akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan 

dan pengelolaan sumber daya publik. Keterbatasan akses terhadap layanan publik dan fasilitas 

dasar di daerah tertentu juga dapat menghambat tercapainya Good Governance. Keterbatasan ini 

dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, 

dan infrastruktur dasar lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan kesenjangan 

yang memperburuk kondisi masyarakat yang sudah rentan. 

Terakhir, tidak adanya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil dalam 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah juga dapat menghambat 

tercapainya Good Governance. Ketidakadilan dan diskriminasi dalam kebijakan dan program 

pemerintah dapat merugikan hak-hak asasi manusia dan kebebasan sipil masyarakat. Oleh 

karena itu, perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil penting untuk memastikan 

bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan 

kesetaraan, serta memperkuat demokrasi dan Good Governance secara keseluruhan.  

Dalam rangka mencapai Good Governance, diperlukan tindakan yang komprehensif untuk 

mengatasi masalah-masalah ini, termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, 

memperkuat partisipasi publik, meningkatkan akses terhadap layanan publik dan fasilitas dasar, 

serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. 

b) Penentuan tujuan yang spesifik dan realistis untuk mencapai Good Governance. 

Untuk mencapai Good Governance, Pemerintah Kota Mataram perlu menetapkan tujuan yang 

spesifik dan realistis. Tujuan ini harus mencakup aspek-aspek penting seperti transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan sipil. 

Tujuan yang spesifik dapat membantu pemerintah untuk fokus pada apa yang harus dicapai, 

sementara tujuan yang realistis dapat memastikan bahwa pemerintah dapat mencapainya dalam 

jangka waktu yang ditentukan dan dengan sumber daya yang tersedia. Penentuan tujuan yang 

spesifik dan realistis juga dapat membantu pemerintah untuk memonitor kemajuan mereka dan 

menilai apakah mereka telah mencapai tujuan tersebut atau tidak. Dalam hal ini, penting bagi 

pemerintah untuk mengembangkan indikator kinerja yang terukur dan dapat diukur untuk 

memantau kemajuan mereka dan menilai apakah mereka telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

c) Penentuan strategi dan program aksi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Setelah menetapkan tujuan yang spesifik dan realistis untuk mencapai Good Governance, 

pemerintah perlu mengembangkan strategi dan program aksi yang tepat untuk mencapai tujuan 

tersebut. Strategi yang tepat harus mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan masyarakat di 

negara atau daerah tersebut, serta memperhatikan sumber daya yang tersedia. Dalam 

pengembangan strategi, pemerintah dapat mengadopsi pendekatan partisipatif dan melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor 

swasta. Program aksi harus dirancang secara spesifik untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Program aksi harus mencakup aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, waktu 

pelaksanaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Program aksi yang baik harus terukur dan 

dapat diukur, serta harus terintegrasi dengan rencana pembangunan yang ada. 
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Selain itu, program aksi juga harus mencakup kegiatan yang mempromosikan transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan sipil. 

Program aksi ini harus dikembangkan dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat 

secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja pemerintah. Ketika 

program aksi telah dirancang, pemerintah harus memastikan bahwa program tersebut 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk memonitor 

dan mengevaluasi pelaksanaan program aksi, serta membuat perubahan yang diperlukan untuk 

memastikan bahwa program aksi terus berjalan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

d) Penentuan indikator kinerja dan pengukuran untuk menilai pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Penentuan indikator kinerja dan pengukuran adalah langkah penting dalam mencapai Good 

Governance. Setelah menetapkan tujuan yang spesifik dan realistis, selanjutnya perlu 

menentukan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan 

tersebut. Indikator kinerja ini dapat berupa angka atau data lainnya yang terukur, sehingga 

memungkinkan dilakukannya evaluasi secara objektif. Selain itu, perlu pula menetapkan metode 

pengukuran yang tepat untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Metode pengukuran yang tepat akan memungkinkan dilakukannya evaluasi yang akurat 

terhadap kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan penentuan 

indikator kinerja dan pengukuran yang tepat, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas 

program-program dan kebijakan yang telah dilaksanakan, serta dapat menentukan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai Good Governance. 

e) Penentuan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi dan program aksi. 

Penentuan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi dan program aksi 

merupakan langkah penting dalam mencapai Good Governance. Hal ini termasuk penentuan 

sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya lain yang diperlukan 

untuk melaksanakan program aksi yang telah ditetapkan. Penentuan sumber daya yang tepat 

dapat memastikan bahwa program aksi dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Selain itu, penentuan sumber daya yang tepat juga dapat menghindari 

penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan pemborosan, serta memaksimalkan hasil dari 

penggunaan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, penentuan sumber daya yang tepat 

merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai Good Governance. 

Pada tahap awal, identifikasi isu-isu penting dapat dilakukan melalui analisis kebijakan dan 

evaluasi kinerja pemerintah Kota, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Setelah itu, 

penentuan tujuan dan strategi dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholder dan melihat 

kondisi serta potensi Kota Mataram. Selanjutnya, indikator kinerja dan pengukuran dapat 

ditetapkan untuk memonitor kemajuan pelaksanaan Good Governance di Kota Mataram. 

2. Implementasi 

Pelaksanaan Good Governance di Kota Mataram, Indonesia diimplementasikan melalui 

beberapa program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Beberapa langkah yang telah diambil 

antara lain adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, 

partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan sipil. Salah satu program yang dilakukan adalah Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan Daerah (SIMDA) yang memudahkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

anggaran daerah. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi tentang 

penggunaan anggaran daerah secara terbuka dan jelas. 
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Selain itu, pemerintah Kota Mataram juga telah menerapkan program partisipasi publik 

dalam pengambilan keputusan. Dalam program ini, masyarakat diberi kesempatan untuk 

memberikan masukan dan saran terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam 

pengelolaan sumber daya publik. Kota Mataram juga telah memperhatikan perlindungan hak 

asasi manusia dan kebebasan sipil dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Salah 

satu contohnya adalah program peningkatan kualitas pendidikan yang memperhatikan hak 

pendidikan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi. 

Dalam implementasi Good Governance di Kota Mataram, pemerintah juga telah menetapkan 

indikator kinerja yang jelas untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan Good Governance dapat tercapai dengan efektif dan 

efisien. Dalam melaksanakan program dan kebijakan Good Governance, pemerintah Kota 

Mataram membutuhkan sumber daya yang cukup baik dalam bentuk dana, tenaga kerja, 

maupun infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah Kota Mataram terus meningkatkan alokasi 

anggaran untuk program-program Good Governance dan memastikan sumber daya yang 

dibutuhkan tersedia dengan cukup. 

Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga telah memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang 

mendukung implementasi Good Governance. Salah satu contohnya adalah kebijakan partisipatif 

dalam pembangunan kota, di mana masyarakat diundang untuk memberikan masukan dan 

partisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan program-program kota. Selain itu, 

Pemerintah Kota Mataram juga melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam 

pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah. Selain upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Mataram, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam 

pelaksanaan Good Governance di kota ini.  

Masyarakat di Kota Mataram memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan melalui forum-forum partisipasi seperti musyawarah perencanaan pembangunan 

(musrenbang) dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Selain itu, masyarakat juga 

didorong untuk melaporkan praktik-praktik korupsi atau kegiatan yang merugikan masyarakat 

kepada pihak berwenang. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam 

implementasi Good Governance di Kota Mataram. Salah satu tantangan utama adalah 

keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia. Terbatasnya sumber daya 

manusia dan keuangan membuat Pemerintah Kota Mataram harus bekerja keras untuk 

meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik, serta menjaga integritas dalam 

pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, terdapat pula 

tantangan dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Kota Mataram. 

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan perlindungan hak asasi 

manusia, masih terdapat praktik-praktik diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia di 

kota ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan penegakan 

hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Kota Mataram. 

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Mataram telah melakukan upaya yang baik dalam 

implementasi Good Governance di kota ini. Namun, masih terdapat tantangan dan ruang untuk 

perbaikan yang harus diatasi agar pencapaian Good Governance di Kota Mataram semakin 

optimal. 
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3. Evaluasi 

Evaluasi merupakan salah satu tahap penting dalam pelaksanaan Good Governance di Kota 

Mataram. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari program-program 

pemerintah yang telah dilaksanakan, serta untuk mengevaluasi kinerja para pejabat publik yang 

terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam evaluasi Good Governance di Kota Mataram, 

beberapa indikator kinerja yang digunakan antara lain tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

layanan publik, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah, serta 

tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-program 

pemerintah. 

Salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah dengan 

melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Survei ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang 

berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil dari survei ini kemudian digunakan 

sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah dalam menyediakan 

layanan publik yang lebih baik. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga melakukan evaluasi 

terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Evaluasi ini 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

pemerintah telah berjalan efektif dan efisien. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

pemerintah. 

Terakhir, evaluasi dilakukan terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah di Kota Mataram. Evaluasi ini 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Mataram telah berhasil 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-

program pemerintah. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk perbaikan dan peningkatan 

pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang lebih baik di masa depan. 

Dengan melakukan evaluasi secara rutin, Pemerintah Kota Mataram dapat terus 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Good Governance. Evaluasi juga 

membantu pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan Good Governance dapat tercapai 

dengan efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program-

program pemerintah yang disediakan. 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian mengenai Transformasi Good Governance dalam Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik di Kota Mataram, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-

prinsip Good Governance dalam pelayanan publik telah memberikan kontribusi positif terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Mataram. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kota 

Mataram. 

Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi Good Governance di Kota 

Mataram, antara lain masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

anggaran dan program-program Pemerintah, serta masih terdapat kasus korupsi yang terjadi di 

lingkungan pemerintahan. 
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Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Kota Mataram terus melakukan upaya-upaya 

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-

program pemerintah. Selain itu, perlu dilakukan penguatan dalam hal pengawasan dan 

pemantauan terhadap kinerja pemerintah, termasuk pencegahan dan penanganan tindak pidana 

korupsi. Selain itu, disarankan juga agar pemerintah Kota Mataram meningkatkan partisipasi 

publik dalam pengambilan keputusan dan pemantauan program-program pemerintah, sehingga 

kebijakan dan program yang dihasilkan lebih mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat. Pemerintah Kota Mataram juga perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dan 

antarlembaga, serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 
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